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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mampu 

mengoptimalkan dana alokasi belanja modal dengan baik, sehingga 

berpengaruh pada kinerja keuangan daerah. Hal ini dilihat dari realisasi 

Belanja Modal yang tidak mencapai target anggaran. Pertumbuhan belanja 

modal per tahun sebaiknya harus lebih ditingkatkan daripada belanja 

pegawai, khususnya di tingkat pemerintah kabupaten / kota sehingga kinerja 

keuangan daerah setiap tahunnya meningkat. 

2. Faktor penyebab terjadinya fluktuasi pada Belanja Modal Tahun Anggaran 

2014 – 2017 adalah DIPA yang terlambat turun, adanya proyek fisik yang 

tidak  berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik dan 

kurangnya perencanaan yang berdasarkan pada kebutuhan penggunaan 

anggaran. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 

bertanggungjawab mengurus keluar – masuknya dana anggaran alokasi 
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belanja modal harus lebih tergas untuk memprioritaskan dana yang ada 

untuk kepentingan publik. Didalam penyusunan program alokasi belanja 

modal pun, pemerintah harus benar – benar melakukan survey terlebih 

dahulu ke lapangan agar tepat sasaran sehingga tidak ada perencanaan 

program yang berubah lagi setelah anggaran direalisasikan. Bagi pegawai 

BPPKAD khususnya bidang Akuntansi dan Laporan Akuntansi yang 

bergelar sarjana tetapi jurusannya tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, 

dapat melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

perhitungan dan ketajaman analisa keuangan sehingga akan memberikan 

pengaruh positif yang akan menjadikan kesehatan finansial instansi terjaga 

dengan baik. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan memperluas ruang lingkup dari penelitian ini dengan 

menambah beberapa variabel yang berkaitan. 
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